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BAB  I
PENDAHULUAN

A.      
GAMBARAN SINGKAT SKPD
Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian integral Pembangunan Nasional yaitu Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, adil dan makmur. 
Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan juga dalam upaya mewujudkan manusia mandiri yang dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya, memiliki kemauan dan kemampuan berperan aktif dalam pembangunan dalam usaha menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sehat.
Sebagaimana hal nya Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal maka yang menjadi sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi berbagai macam kondisi kehidupan masyarakat baik itu individu, keluarga, masyarakat dan lembaga mayarakat.  Peningkatan  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
dalam bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta teknologi tepat guna pada hakekatnya merupakan interaksi yang sinergis dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, yaitu ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan.

B.       KEDUDUKAN SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

C.       TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara  No. 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara No. 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
C.1.    TUGAS POKOK
 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
C.2.    FUNGSI
          Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Fungsi sebagai berikut 
a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.

b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
c. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
d. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
e. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Usaha Ekonomi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
D.        STRUKTUR ORGANISASI SKPD
           Berdasarkan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara , sebagai berikut :

a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program.
2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
b.   Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2  (dua) Sub   Bidang :

1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan.
2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
c.     Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna , terdiri dari 2 (dua) Sub    Bidang :

1. Sub Bidang Pemberdayan Usaha Ekonomi.
2. Sub Bidang Pemanfaatan SDA dan TTG.
d.     Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :

1. Sub Bidang Aparatur Desa dan Kelurahan.
2. Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan. 
E.        LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

            Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Analisa Lingkungan Internal berupa faktor kekuatan dan tantangan, serta Analisa Lingkungan Eksternal yang berupa kendala dan peluang guna mencapai keberhasilan arah tujuan dan sasaran bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 

F.      ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL ( ALI )

a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 20 tahun 2008  tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintahan Desa.
b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 30 Tahun 2009 tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
c. Sumber dana yang tersedia dalam kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
d. Profesionalisme Aparatur dalam memberikan Pembinaan, Pelayanan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.
e. Koordinasi dan Kerja Sama Instansi Lintas Sektor yang terkait berjalan dengan baik.
G.    
TANTANGAN - TANTANGAN
a. Kapasitas Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam Mengefektifkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan dalam rangka Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat.
b. Kinerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan masih rendah dalam Mendorong Peran Aktif Masyarakat Mengelola Program - Program Pembangunan dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Masyarakat.
c. Kurang Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan, yang Mengakibatkan Rendahnya Kondisi Kehidupan Ekonomi Masyarakat sehingga memerlukan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
d. Belum Optimalnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan, karena Terbatasnya Akses Masyarakat dalam Mengelola dan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Lokal.
e. Rendahnya Kemampuan Masyarakat dalam Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna, sehingga tidak Tercipta Peningkatan Produktifitas Kerja dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Usaha Masyarakat. Hal ini Memerlukan Usaha Pemasyarakatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat.
H. 
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)
H.1.   KENDALA - KENDALA
Usaha Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya dihadapkan pada  kendala :

a. Terbatasnya Dana dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
b. Kurangnya Bantuan mendapatkan Modal Usaha bagi Masyarakat Ekonomi Lemah dan Miskin.
c. Kurangnya Masyarakat dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
d. Kurangnya Partisipasi dan Swadaya Gotong - Royong Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.
e. Belum Optimalnya Peran Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam Persediaan Data Dasar dan Program Kemiskinan.
H.2.    PELUANG
          Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang  dilaksanakan  telah memberikan dasar sekaligus peluang yang besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial sekarang ini. Peluang yang mendukung kegiatan tersebut antara lain : 
a. Tersedianya Dana dalam Usaha Pelaksanaan Kegiatan    Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
b. Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi Masyarakat Ekonomi Lemah dan Miskin.
c. Kemampuan Masyarakat dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
d. Adanya Partisipasi dan Swadaya Gotong - Royong Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.
e. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan semakin baik.
f. Pemberian Pelatihan Keterampilan kepada Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga.
g. Makin Berkembangnya Organisasi - Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dalam Keberhasilan Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB  II
PERENCANAAN  KINERJA
Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang merupakan bagian Pembangunan Nasional dilaksanakan guna mencapai dan mewujudkan taraf hidup dan meningkatnya kemandirian masyarakat. Demikian tentunya pelaksanaannya banyak menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, oleh karena itu diperlukan suatu informasi dan data yang akurat dalam usaha menyusun, mengolah dan melaksanakan perencanaan yang tepat dan strategis yang ditentukan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
A.      VISI DAN MISI SKPD
A.1.    Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :
“ Meningkatkan Kemandirian Masyarakat ”
Penjelasan makna Visi di atas adalah bahwa Kemandirian Masyarakat adalah Suatu Kondisi Dinamis dimana Memungkinkan Masyarakat Mampu Membangun dirinya Sendiri dan Lingkungannya Berdasarkan Potensi, Kebutuhan, Aspirasi dan Kewenangan yang ada pada Masyarakat itu sendiri dengan difasilitasi oleh Pemerintah dan Seluruh Stakeholders Pemberdayaan Masyarakat.
A.2  Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:
a. Pemantapan Peran Lembaga Kemasyarakatan.
b. Pengembangan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
c. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.
d. Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat.

B.
TUJUAN DAN SASARAN SKPD
  Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut, badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015 – 2016, sebagai berikut :
B.1.    TUJUAN
Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa adalah :
a. Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan.
b. Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat.
c. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Maju dan Dinamis.
d. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Efektif dan Efisien dan didasarkan pada Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna sesuai Kebutuhan Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Produktif.
e. Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik.
B.2      SASARAN
Sasaran Pembangunan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :
a. Berperannya Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Mendorong dan Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan.
b. Terbangunnya berbagai  Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat dan Keluarga yang didukung Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat.
c. Tertatanya Kehidupan Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat yang Maju dan Dinamis.
d. Terbangunnya Kemampuan dan Partisipasi Mayarakat dalam Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi Kehidupan Masyarakat Melalui Penggunaan Teknologi Tepat Guna.
e. Terselenggaranya Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang Efektif dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan secara Partisipatif sesuai dengan Prinsip - Prinsip Tata Pemerintahan yang baik.
C.         CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

  Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Kebijakan Strategis yang merupakan Kebijakan Prioritas dan diturunkan ke dalam Program - Program Strategis.
C.1.     KEBIJAKAN STRATEGIS
a. Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan  Kelurahan yang Demokratis melalui Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Administrasi dan Kelembagaan Desa.
b. Memantapkan Peran Lembaga Kemasyarakatan serta Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
c. Memantapkan Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan sebagai Basis Data dalam Penyusunan Rencana  Pembangunan di Desa/Kelurahan.
d. Mendorong Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Menuju Keluarga yang Berkualitas, Sehat dan Sejahtera.
e. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga serta Memantapkan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat dan Usaha - Usaha Desa.
f. Mendorong Pemasyarakatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. 

D.     

 PROGRAM - PROGRAM
1. Pelayananan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
6. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
9. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
E.       KEGIATAN - KEGIATAN
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor.
8. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan.
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
11. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
12. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
13. Lomba Desa dan Kelurahan.
14. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa.
15. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan.
16. Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan.
17. Pameran Gelar TTG Nasional.
18. Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Pasar Desa.
19. Bantuan Peralatan Posyantek.
20. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.
21. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
22. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.
23. Penyusunan Profil Desa.
24. Dukungan Pemda Terhadap Pelaksanaan Karya Bhakti Membangun Desa.
25. Penanggulangan Kemiskinan.
26. Fasilitasi BKAD, BP – UPK dan UPK.
27. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa.
28. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.
29. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
30. Study Banding/Pembelajaran bagi Aparat Pemerintah Desa.
31. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa.
BAB   III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan  perwujudan untuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dijabarkan melalui  Visi dan Misi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dan Program Kerja yang telah ditetapkan dan dipertanggung jawabkan secara periodik.
Keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang baik dan Melayani Masyarakat ditentukan sejauh mana Etos Kerja Aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik dan lancar dalam usaha mencapai Visi dan Misi Organisasi.

Adapun Indikator keberhasilan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah berfungsi sebagai Kelembagaan Masyarakat , Meningkatnya Kualitas dan Kreatifitas Perempuan dan Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 
A.    
 CAPAIAN KINERJA SKPD
Kegiatan - kegiatan Program bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2015 relatif baik dan lancar. Prosentase  Realisasi  Anggaran  tahun 2015 secara keseluruhan mencapai 67,90 % yang terserap dari penggunaan dana anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Pelaksanaan dan Hasil Kinerja Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara menemui hambatan dan kendala masih adanya pola pikir warga masyarakat yang kurang mendukung kegiatan pembangunan
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlunya diberikan informasi dan arahan serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar ikut serta berperan aktif  dalam pembangunan yang dilaksanakan.
B.  AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD
Akuntabilitas Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2015 mempunyai Dana Anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 7.649.623.750,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 5.158.248.850,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh  Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh  Rupiah)  dan  Belanja  Tidak  Langsung  sebesar   Rp. 2.491.374.900,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 ini sebesar Rp. 5.332.663.186,- (Lima Milyar Tiga  Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel berikut :
	No
	Program/Kegiatan
	Alokasi

Dana

(Rp)
	Realisasi
(Rp)

	1.
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

	503.478.450,-
91.759.850,-
42.920.000,-
81.798.600,-
287.000.000,-
	448.736.899,-
81.673.249,-
41.210.150,-
78.857.150,-
246.896.350,-


	2.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/ Kantor.

	123.919.800,-
22.500.000,-
89.999.800,-
11.420.000,-

	131.483.299,-
59.041.750,-
66.943.249,-
5.970.000,-

	3.
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
b. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

	54.850.000,-
46.000.000,-
8.850.000,-
	29.975.000,-
29.975.000,-
-

	4.
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

	21.167.100,-
21.167.100,-
	15.630.050,-
14.054.625,-

	5.
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat.
c. Lomba Desa & Kelurahan.

	1.401.006.900,-
1.202.642.200,-
55.116.600,-
143.248.100,-
	1.367.844.675,-
1.018.993.400,-
50.069.000,-
132.904.075,-


	6.
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
a. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa.
b. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan.
c. Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan.
d. Pameran Gelar TTG Nasional.
e. Pelatihan Pengelolaan Manajemen Pasar Desa.
f. Fasilitasi Penyediaan Peralatan Posyantek.

	518.692.600,-
43.052.500,-
215.893.000,-
62.566.000,-
103.471.000,-
43.466.500,-

50.243.600,-


	374.242.700,-
37.746.100,-
130.423.000,-
45.516.100,-
94.546.900,-

38.285.600,-
27.725.000,-

	7.
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa
a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.
b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
c. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.

d. Penyusunan Profil Desa.
e. Fasilitasi BKAD, BP-UPK dan UPK.
f. Penanggulangan Kemiskinan.


	1.358.682.400,-
573.226.700,-
118.185.700,-
449.652.000,-
37.288.000,-

99.874.600,-
80.455.400,-


	768.342.856,-
554.553.656,-
7.372.000,-
95.531.600,-
15.515.700,-
32.225.000,-
63.144.900,-

	8.
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Keuangan Desa
c. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.
d. Pelatihan BPD
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
f. Study Banding/Pembelajaran bagi Aparat Pemerintah Desa.

	1.102.951.600,-
489.659.000,-
215.875.000,-
142.951.000,-
116.186.600,-
56.048.000,-

83.140.000,-

	320.769.900,-
132.821.500,-
94.230.000,-
49.113.200,-
-
44.605.200,-

-

	9.
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa.

	73.500.380,-
73.500.380,-
	62.541.675
62.541.675

	
	Jumlah 
	5.158.248.850,-
	3.481.921.579,-




 Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Musrenbang Partisipatif di 10 Kecamatan yang menghasilkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ikut merencanakan pembangunan.
2. Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KMP) sebanyak 7 Angkatan/280 Orang.
3. Terlaksananya Pelatihan bagi pengurus LKMD sebanyak 8 Angkatan / 240 Orang.
4. Terlaksananya kegiatan Posyandu/Pemberian Makanan Tambahan bagi anak balita di 10 Kecamatan/310 Kelompok Timbangan.
5. Terlaksananya kegiatan PNPM - MP yang menghasilkan tersedianya Infrastruktur Pedesaan dan Modal Usaha bagi masyarakat miskin.
6. Tersosialisasinya  Pengelolaan  Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang profesional bagi 219 Kepala Desa.
7. Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan desa di 10 Kecamatan untuk 30 Desa. 
8. Terlaksananya diseminasi Informasi bagi masyarakat desa sebanyak 1 Paket dan terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan tingkat Propinsi.
9. Terlaksananya Pendataan Program Pembangunan Desa dan Profil Desa pada 219 Desa.
10. Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan desa di 10 Kecamatan bagi semua Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.
11. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Administrasi Desa di 10 Kecamatan bagi Sekretaris Desa.

C.        PERMASALAHAN YANG DIHADAPI



 Permasalahan – permasalahan yang selama ini timbul dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu :
1.  Belum tersedianya Dana Kegiatan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sehingga Pelaksanaan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna belum maksimal.
2. Masih kurangnya Partisipasi dan Motivasi Pemerintah Desa dalam mengikuti Lomba Desa/Kelurahan, baik Tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi.
3. Umumnya desa tidak Melaksanakan Kegiatan Musrenbang Desa sehingga hasil Perencanaan yang disusun dan dibawa ke Tingkat Kecamatan belum menyentuh Kebutuhan Masyarakat secara mendasar.
4. Kurang berminatnya Masyarakat Mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat, hal ini dikarenakan Biaya Transport bagi peserta yang kurang memadai.
5. Pencairan Dana untuk Kegiatan Pelatihan dilakukan secara bertahap sehingga terkadang tidak mencukupi untuk Pelaksanaan 1 Angkatan Kegiatan.
D.        STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) atau Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna sampai saat ini masih belum maksimal, hal ini demikian dikarenakan belum tersedianya Anggaran/Dana untuk Pelaksanaannya, untuk itu ditahun - tahun yang akan datang perlu disediakan Anggaran guna kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Memberikan Dorongan dan Motivasi kepada Pemerintah Desa berupa Dana Penunjang Stimulan bagi Desa/Kelurahan yang memperoleh Prestasi juara Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Propinsi.
3. Diupayakan mencari peserta yang mau mengikuti Kegiatan Pelatihan dengan biaya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui Program PNPM - MP.
4. Mengupayakan mencari dana talangan untuk Melaksanakan Kegiatan Pelatihan sambil menunggu Pencairan dana berikutnya.
BAB IV
PENUTUP
A.
KESIMPULAN

           Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2015 telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang pembentukan SOTK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain melaksanakan Tugas Pokok juga melaksanakan tugas - tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga serta Dinas/Badan terkait ditingkat Propinsi dan Daerah.
Pelaksanaan tugas tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya membina dan mengembangkan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga diharapkan terwujudnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih baik, sejahtera, adil dan makmur.
Dari capaian dan analisa kinerja atas keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, diperoleh Nilai Capaian Realisasi Akhir Anggaran tahun 2015 dengan Prosentase sebesar 67,90 % dari akhir keseluruhan realisasi anggaran SKPD. 
Keadaan tersebut antara lain disebabkan adanya beberapa Perubahan Sistem Manajemen Keuangan atau masa transisi yang memerlukan pemahaman dan penyesuaian agar sesuai dengan peraturan. Diharapkan pada tahun 2016 nanti pencapaian kinerja akan lebih meningkat lagi.
Untuk mencapai peningkatan di tahun 2016 nanti, diperlukan peningkatan terutama terselenggaranya Koordinasi dan Komunikasi yang baik antar bidang - bidang dan bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri maupun dengan Instansi/Dinas/Lembaga terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dan Departemen/Kementerian Vertikal yang terkait.

B.       SARAN-SARAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai antisipasi untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2016 nanti antara lain :
1.    Meningkatkan Kinerja Personil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Komitmen dalam Pelaksanaan Tugasnya sebagai PNS.
2. Meningkatkan Kesatuan Persepsi dan rasa kebersamaan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan Meningkatkan Koodinasi, Kerjasama dan Komunikasi baik Internal maupun Eksternal dalam mengatasi segala permasalahan yang ada.
3. Melanjutkan Program yang bertujuan untuk lebih Meningkatkan dan Mengembangkan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
                                      

        Amuntai, 13 Februari  2016
    




  Badan Pemberdayaan Masyarakat 
  dan  Pemerintahan Desa Kab.HSU

  






     Kepala,

                                                        Drs. Dwi Hadi Saputera, M.Si
                                                         NIP. 19630906 198503 1 014
K A T A  P E N G A N T A R

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas Limpahan dan Karunia Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara ini akhirnya dapat disusun.

Sebagai Pelaksana Pemerintah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Tahun 1999, sebagai Pertanggung Jawaban atas hasil Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kami menyadari bahwa LAKIP yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari Penetapan Indikator Kinerja maupun Penilaian Pengukuran Kinerja. Oleh karena itu Perbaikan dimasa yang akan datang kami harapkan dan masukan demi perbaikan. 

Mudah-mudahan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015  ini dapat memacu dan memberikan dorongan untuk meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dimasa yang akan datang.Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang berkompeten dengan telah terbitnya LAKIP yang kami susun ini.



Badan Pemberdayaan Masyarakat




dan Pemerintahan Desa Kab.HSU

    


KEPALA,




Drs. Dwi Hadi Saputera, M.Si




NIP.19630906 198503 1 014
EXECUTIVE SUMMARY / IKHTISAR EKSEKUTIF


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabpupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan kompleksnya masalah ini maka dipandang perlu untuk ditangani secara seksama dalam pengendaliannya dan perlu melibatkan semua unsur terkait.

Dengan kedudukan Instansi Teknis yang terbagi dalam  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan tugasnya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 30 Tahun 2009.

Berdasarkan pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan bahwa Kegiatan Operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didanai dengan anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan dana dari :
1. APBD   Kabupaten Hulu Sungai Utara   untuk Tahun 2015  sebesar 
Rp. 7.649.623.750,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terbagi untuk Belanja Tidak Langsung   sebesar Rp. 2.491.374.900,- (Dua Milyar Empat  Ratus Sembilan Puluh Sembilan Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)  dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.158.248.850,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Dana APBD dari Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sebesar Rp. 276.000.000, (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), yang digunakan untuk Bantuan operasional Program/Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dari BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan.
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